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Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong digitalisasi di 

berbagai sektor, termasuk dalam bidang hukum dan pelayanan jasa kenotariatan. Masyarakat 

modern menuntut proses administrasi hukum yang lebih efisien, cepat, dan dapat diakses secara 

jarak jauh. Dalam konteks ini, muncul konsep cyber notary, yaitu notaris yang menjalankan 

sebagian tugasnya, termasuk pembuatan akta, dengan memanfaatkan media elektronik. 

Namun, penerapan akta notaris secara elektronik di Indonesia masih menghadapi hambatan 

yuridis. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) mengakui legalitas dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat 

bukti sah, Pasal 5 ayat (4) UU tersebut secara tegas mengecualikan akta notaris dari pengakuan 

tersebut, akta yang menurut hukum harus dibuat oleh notaris tetap wajib dalam bentuk fisik, 

bukan elektronik. Sementara itu, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa 

pembuatan akta autentik harus dilakukan secara langsung di hadapan notaris dengan kehadiran 

fisik para pihak dan saksi (Pasal 16 ayat (1) huruf m). Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian 

antara kebutuhan efisiensi teknologi dengan aturan hukum yang masih konvensional, sehingga 

menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap legalitas akta notaris elektronik. Di sisi lain, 

ketentuan Pasal 77 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membuka ruang 

pelaksanaan RUPS secara elektronik, yang dalam praktiknya memerlukan dokumentasi 

melalui akta notaris. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah akta notaris yang dibuat dari 

proses rapat elektronik juga harus dibuat secara fisik, atau dapat dilakukan secara elektronik. 

Belum adanya harmonisasi antara UUJN, KUH Perdata, UU ITE, dan peraturan turunannya 

menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) dalam pelaksanaan tugas notaris secara 

elektronik. Meskipun Permenkumham No. 24 Tahun 2021 mulai mengatur tata cara pembuatan 

akta secara elektronik, implementasinya masih terbatas dan menimbulkan keraguan yuridis, 

karena bertentangan dengan ketentuan formil dalam UUJN. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana kedudukan hukum 

akta notaris secara elektronik menurut hukum positif Indonesia, serta menganalisis keabsahan 

dan kekuatan pembuktian akta elektronik dalam sistem hukum  Indonesia.. Penelitian ini 

merupakan peneltian hukum normatif. untuk menjawab permasalahan yang ada dengan cara 

mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut diolah dan kemundian dianalisis. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan 
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(statute approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Sifat penelitian yang 

digunakan dalam penellitian ini adalah preskriptif. 

Hasil penelitian pertama, Kedudukan hukum akta notaris secara elektronik yang 

merupakan akta dibawah tangan tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak 

menampiknya. Akta tersebut dapat menjadi lebih kuat, jika instansi pemerintah mengeluarkan 

regulasi yang mengakui akta notaris yang dibuat secara elektronik yang menjadi dasar 

pemenuhan kelengkapan dokumen untuk melakukan keputusan administrasi pemerintahan 

secara elektronik, sebagaimana diamanatkan didalam aturan mengenai suatu rekaman 

elektronik karena memenuhi unsur-unsur tertulis, bertanda tangan, dan diakui keasliannya. 

Kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif di Indonesia berdasarkan 

substansi hukum UUJN dan KUHPerdata yang mengatur tentang pengaturan pembuatan akta 

autentik, dan syarat autentisitas akta notaris, dapat dipahami bahwa akta yang dibuat secara 

elektronik oleh Notaris tidak memenuhi syarat autentisitas akta autentik. Sehinga penggunaan 

akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari 

pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian. 

Akta dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama 

Pasal 1868 KUHPerdata.  

Hasil penelitian kedua, Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU 

ITE, bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaril tidaklah termasuk dalam informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik 

tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. 

Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi. Akta notaris 

sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dilihat secara lahiriah, formal, 

dan materil. Kepastian tentang materil suatu akta sangat penting bahwa apa yang tersebut 

dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau 

mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian lain yang 

menyatakan sebaliknya. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Akta Notaris; Elektronik; Hukum Positif; UUJN; Cyber Notary 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum akta notaris 

secara elektronik menurut hukum positif Indonesia, serta menganalisis keabsahan dan kekuatan 

pembuktian akta elektronik dalam sistem hukum  Indonesia. Dengan menggunakan jenis 

penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum dengan 

cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa 

peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, 

dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat.  

Hasil Penelitian Pertama Akta notaris elektronik belum memiliki legitimasi penuh 

dalam sistem hukum positif Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan eksplisit 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakomodasi pembuatan akta secara 

elektronik, serta adanya pengecualian terhadap akta notaris dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya, akta elektronik belum dapat 

dikategorikan sebagai akta Autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. 

Kedua : Dari sudut pandang teori pembuktian, akta elektronik yang tidak memenuhi syarat 

formil tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Belum 

adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai penerapan prinsip ini, khususnya 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang ITE, serta penguatan regulasi teknis 

mengenai tata cara pembuatan akta elektronik. Tujuannya adalah agar akta notaris elektronik 

memiliki kedudukan hukum yang setara dengan akta konvensional dan tetap memberikan 

jaminan kepastian serta kekuatan pembuktian yang maksimal. 
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MOTTO 

 

“ Perang telah usai,  

aku bisa pulang Kubaringkan panah dan berteriak Menang ” 

(Nadin Amizah) 

“ Transquillitas est omnia, 

Ketenangan adalah segalanya “ 

(Auliandi Arif) 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta 

alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah tesis yang sederhana ini 

dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang PENULIS cintai dan 

sayangi: 

Ayahnda dan ibunda terkasih 

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan 

kepada kedua ayah dan ibuku Supriyadi dan Liliek Suraeni, yang telah melahirkan, merawat, 

membesarkan, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang mandiri, 

kuat, hebat, salehah dan semoga berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan 

tangismu tidak dapat kubalas, doa-doa yang tiada henti berikan serta harapan-harapanmu 

mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan 

kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda 

untuk menjadi lebih mandiri lagi. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. 

Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud 

untuk ayah dan ibu berdua. 

 

Suami dan anak tercinta 

Terimakasih kepada suami beserta anak tercinta Auliandi Arif dan Aqila Hima Betari, atas 

dukungan, doa dan semangatnya yang secara tidak langsung selama ini agar dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini. Support darimu amat membantu, semoga kita selalu diberi 

kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya. Salam sayang dari istrimu yang bahagia. 

 

Dosen pembimbing tesis 

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya 

juga segala kebaikannya selama ini, hingga penulis menyelesaikan tesis ini tepat pada 

waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua. 

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang sudah senantiasa diberikan. Aamiin 
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